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EMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN
KONSUMEN (LBH-PK)
“ PERSADA "

NOomor 65/LBH-PK-P/V/2005.- Medan, 13 M™Me 2005
amp. Z8
43 . Surat Keterangan Riset.- Kepada Yth..

Dekan Fakuitas Hukum
Universitas Medan Area
d -

Medan.-

Sehubungan dengan surat bapak Nomor : 0373/FM/KM/2005 tanggal 05 Apr
2005, perihal Pengambilan Data, dengan ini kami bentahukan, baliwa Mahasiswa yang
namanya tersehut dihawah iy

Nama . PUPUT SURIANI
NPM : 01.840.0043
Program Study : Hukum Keperdataan
Fakultas ¢ Hukum

benar telah meniakukan penelitian dan pengambilan data serta wawancara di kantor
kami sehubungan dengan penulisan skrips: yang berjudul, Hak Retensi Advokat/
Pengacara Selaku Penerima Kuasa Dalam Perjanjian 8antuan Hukum.

Cemikian surat keterangan wn diperbuat agar dapat dipergunakan sepeflunya.
Terima kasih.-

Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen
LBH-PK ,iF;REgﬁfg_

RI SIREGAR, SH
Direktur.-

 Kantor UNMERSITASMEDAN AREAor 5 Medan Phone (061) 451-4953



HASIE WAWANCARA PENULIS

Pada har Selasa, tanggal 10 Mei 2005, penulis telah melakukan

wawancara dengan Bapak Riswan H Siregar, SH Direktur Lembaga Bantuan
Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "“PERSADA"” dengan hasil
wawancara sebagas berikut :

1.

Bagaimanakah pelaksanaan pembenan kuasa pada Lembaga Bantuan
Hukum & Perlindungan Konsumen "PERSADA” imi difaksanakan.

Pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa adalah dlilaksanakan dengan
cara pemberi kuasa menanda tangani bianko surat kuasa yang telah
dipersiapkan yang berisikan tentang hal-hal yang dikuasakan serta tugas
dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan juga dalam
penanda tanganan surat kuasa lni pemben kuasa harus memberikan
apa-apa yang telah dipenanjikan seperti membayar biaya dan ongkos
yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Kewajiban-kewajiban apakah yang harus dipenuhi penerima kuasa apabila
penerima kuasa telah selesai menjaiankan tugasnya.

Apabila Advokat/Pengacara telah selesai menjalankan tugasnya datam
mengurus dan menyelesaikan perkara atau permasalahan hukum yang
dihadap:t oleh pemberi kuasa atau tugas kuasa telah jewat jangka
waktunya meskipun perkara atau permasalahan hukum belum selesal,
maka penerima kuasa harus memberikan dan memenuhi segala
kewajiban-kewajibannya kepada penerima kuasa seperti membayar
honor atau uang jasa Advokat/ Pengacara dan lain-lain

. Apa akibat hukumnya apabila pemberi kuasa tidak memenuhi segala
kewajlibannya tersebut.

Apabila pemben kuasa tidak membayar keseluruhan kewajiban-
xewajibalilya  kepads penienma  kuasa sehubungan dengan telah
selesainya tugas pengurusan perkara atau permasalahan hukum yang
dialami oleh pemberi kuasa, atau apabila jangka waktu pembenan kuasa
telah terlampaui dalam perjanjian pembenan kuasa yang mempunyas
suatu tenggang waktu tertentu, maka penerrma kuasa berhak
mempergunakan hak retensi yang dimilikinya untuk menahan barang-
barang atau surat-surat yang ada pada penerima kuasa sebagai jaminan
sampai pemben kuasa mejunasi kewajiban-kewa)ibannya tersebut
kepada penerima kuasa.
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4. Apakah hak retensi ini merupakan perjanjian jaminan antara pemben kuasa
dan penenma kuasa dalam setiap perjanjian pemberian kuasa.

- Dalam pernanjan pembendn kuasa antara Advkat/Pengaca Lembaga
Bantuan Hukum & Pertindungan Konsumen “PERSADA”, dengan kliennya
tidak diperlukan adanya suatu perlanjian hak retensi vang terpisah dari
surat perjanjian peynberan kuasd, sebab dalam setiap perjanjian surat
kuasa hak retnsi im etah aécantumkan Pada s surat kuasa sekedar
unfuk mengingatkan kembali sehagai salah satu kewajiban yang harus
dipenuhi dan ditaati oleh pemben kuasa kepada penerima kuasa.

5. Apa akibat hukumnya jika pemben kuasa tetap bdex mau melaksanakan
kewajibannya meskipun hak retensi teiah dilaksanakan.

- Jika pemberi kuasa tetap tidak melaksanakan kew2jbannya w@padl
penerima kuasa meskipun hak retensi telah ddaksanakan dan GQugas
pemberian kuasa tetah ditaksanakan oleh penenma kuasa, maka dalam
hal ini pihak penerima kuasa dapat memajukan gugatan warelaS ke
Pengadilan Negeri untuk menuntut pembayaran segala kewajiban yang
telah dilalaikan pem eni kuasa kepada penenma kuasa desevtal g3
pembayaran ganti kerugian dan bunga serta keuntungan yang
kemungkinan diperoleh penerima kuasa.

Demikianlah hasit wawancara ini penulis perbuat dengan sebenamya.

Yang Mewawancarai, ~<¥ang Diwawancarai

o
PUPUT SURIANI RISWAN H SIREGAR, SH
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